
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 22 TAHUN 2001 

TENTANG 

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT 

Menimbang    : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan di Jawa Barat telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 

b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perhubungan 
sercara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam 
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, perlu tersedia dan terpeliharanya 
sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan partisipasi para 
pengguna jasa perhubungan tertentu sesuai Peraturan Daerah ini; 

c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dan dengan 
berlandaskan kewenangan Propinsi disektor perhubungan sesuai 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 
25 Tahun 2000 serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi 
Penyelenggaraan Perhubungan. 

Mengingat   :1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950); jo. Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4010); 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara 
tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Nomor 3186); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara 
Tahun 1984 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276); 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3480); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3481); 

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3493); 
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7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3489) jo. Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor4043); 

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3881); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3293); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan 
Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3303); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3527); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun1993 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3259); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Nornor 3530); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 3610); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3661); 

18. Peraturari Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3662); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara 
3692); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan 
Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3724); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3907); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan 
Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3938); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 .  Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4045); 

25. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Neg., ra. Nomor 4095); 

27. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

28. Keputusan Merited Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi. 

29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D); 

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 
Seri D); 

31. Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas 
Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 
Seri 0); 

32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor  ....  Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 
Seri ....). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

M E M U T U S K A N  :  

Menetapkan :    PERATURAN DAERAH PROPINSJ JAWA BARAT -I-ENTANG RETRIBUSI 
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat. 

3.   Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
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4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pernanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

8. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan 
perhitungan dan pernbayaran retribusi yang terutang menurut peraturan 
retribusi. 

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan baths 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
teitentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda. 

13. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk   
memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh 
petugas retribusi dengan cara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi 
untuk diisi secara lengkap dan benar. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat 
SKRDLB 'adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada 
retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terhutang. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat 
SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi 
daerah yang terhutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat 
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan. 

17. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas 
Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. 

18. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
retribusi daei of yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, 
surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk 
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang. 
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19. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib 
retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum 
daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang. 

BAB II 

RETRIBUSI 

Bagian Pertama 

Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi sebagai pembayaran 
atas peiayanan ijin penyelenggaraan perhubungan. 

(2) Subjek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, 
menyelenggarakan perhubungan yang meliputi : perhubungan darat, 
perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. 

(3) Objek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau 
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan me ,njaga kelestarian lingkungan, yang meliputi : 

a. Perhubungan darat, terdiri dari : 

1) i jin trayek. 

2) kartu pengawasan. 

3) rekomendasi. 
4) i j in insidentd. 
5) uji mute kendaraan. 

6) ijin angkutan sungai danau dan penyebrangan. 

b. Perhutangan laut, terdiri dari : 

1) ijin usaha pelayaran rakyat. 

2) ijin usaha penunjang angkutan laut. 
3) rekomendasi operasi dan pendaftaran tahunan. 

4) ijin usaha salvage/PBA. 
5) rekomendasi pengerukan dan rekiamasi pantai. 

6) pungutan jasa ke Pelabuhan, jasa perkapalan dan kenavigasian. 

c. Pengubungan udara, terdiri dari : 

1) ijin usaha penunjang angkutan udara. 
2) i jin usaha terbang. 

3) rekomendasi operasi dan pendaftaran tahunan; 
4) rekomendasi ketinggian bangunan. 

d. Pos dan telekornunikasi, terdiri dari : 

1 )  pos .  
2) telekomunikasi. 

(4) Retribusi penyelenggaraan perhubungan digoiongkan sebagai retribusi 
Perijinan Tertentu. 
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